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PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas
Rahmat dan KebaikanNya, Pusat Pelatihan dan Pengembangan dan Pemetaan
Kompetensi Aparatur Sipil Negara (Puslatbang PKASN), Lembaga Administrasi
Negara dapat terus berupaya memberikan kontribusi pemikiran berkaitan dengan
isu-isu aktual yang berkembang saat ini. Pada tahun 2019 ini, Puslatbang PKASN
LAN menyelenggarakan Lokakarya dengan tema “"Membangun Sinergi Dalam
Rangka Standardisasi Metode Penilaian Kompetensi Aparatur Sipil Negara®.
Lokakarya ini merupakan bentuk respon atas berkembangnya isu, kebijakan dan
praktek penyelenggaraan penilaian kompetensi ASN sebagai bagian dari upaya
mewujudkan penerapan Sistem Merit.

Tujuan dari kegiatan Lokakarya ini adalah untuk membangun komitmen
bersama mengenai standar metode penilaian kompetensi yang dapat diaplikasikan
di lingkungan birokrasi. Untuk itu, Kegiatan Lokakarya ini menghadirkan elemen-
elemen birokrasi baik pusat maupun daerah yang berhubungan langsung, atau
bahkan menjadi pelaku kegiatan penilaian kompetensi ASN. Pada akhir sesi,
Lokakarya ini menghasilkan dan menyepakati beberapa butir kesepakatan yang
ditandatangani oleh Perwakilan dari LAN, KemenPAN, BKN dan KASN.

Selanjutnya, dalam rangka untuk mendokumentasikan berbagai hasil
kesepakatan dari lokakarya tersebut, maka Puslatbang PKASN menyusun sebuah
proceeding yang berisi rangkuman rmateri dari seluruh narasumber yang hadir, juga
diskusi yang terjadi dengan para peserta Lokakarya serta butir kesepakatan
sebagaimana disebutkan sebelumnya.

Kami berharap, proceeding ini dapat menjadi sumber informasi dan bahan
masukan yang bermanfaat bagi upaya pengembangan kebijakan mengenai
standardisasi metode penilaian kompetensi bagi Aparatur Slpil Negara di Indonesia.

Jatinangor, Juli 2019

Tim Penyusun
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KATA SAMBUTAN KEPALA PUSLATBANG PKASN

Dalam rangka mewujudkan profesionalisme birokrasi serta untuk
meningkatkan kualitas pelayanan publik, manajemen Sumber Daya Manusia (SDM)
Aparatur merupakan salah satu isu krusial dalam agenda Reformasi Birokrasi di
Indonesia. Salah satu konsekuensi dari terjadinya perubahan ini telah menempatkan
konsep kompetensi sebagai pilar utama dalam pengelolaan SDM aparatur. Berkaitan
dengan hal tersebut, penilaian kompetensi menjadi salah satu aspek kunci untuk
mewujudkan sistem merit di sektor publik.

Karena kualitas dari kegiatan penilaian kompetensi sangat tergantung pada
metode yang digunakan, maka kemudian kebutuhan untuk menstandardisasi
metode penilaian kompetensi di lingkungan birokrasi menjadi sebuah urgansi yang
harus segera dicarikan solusi. Untuk merespon berkembangnya isu tersebut, maka
Pusat Pelatihan dan Pengembangan dan Pemetaan Kompetensi Aparatur Sipil
Negara (Puslatbang PKASN), Lembaga Administrasi Negara pada tahun 2019 ini
menyelenggarakan kegiatan Lokakarya dengan tema “Membangun Sinergi Dalam
Rangka Standardisasi Metode Penilaian Kompetensi Aparatur Sipil Negara”.
Proceeding ini merupakan hasil pelaksanaan Lokakarya yang diharapkan akan
memberikan pengetahuan dan bahan pemikiran bersama untuk mengembangkan
kebijakan Standardisasi Metode Penilaian Kompetensi di Indonesia.

Bersama ini dihaturkan pula penghargaan dan apresiasi kami kepada semua
narasumber yang telah memberikan pemikiran terbaiknya untuk kesuksesan
penyelenggaraan Lokakarya. Harapan selanjutnya, Lokakarya ini dapat memicu
munculnya diskusi-diskusi lanjutan dalam rangka mematangkan kesepakatan
mengenai standarisasi metode penilaian kompetensi yang dapat diterapkan di
sektor publik.

Jatinangor, Juli 2019
Kepala Puslatbang PKASN LAN

Hari Nugraha
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PROCEEDING LOKAKARYA

SENDAHULUAN

A. LATARBELAKANG

Perkembangan jaman cukup dinamis yang salah satunya dapat dilihat dari
revolusi industri pertama sampai saat ini RevolusiIndustri 4.0 semakin membuktikan
perlunya adaptasi yang cepat. Perspektif adaptasi terhadap perubahan lingkungan
yang awalnya memandang bahwa hanya sektor privat saja yang perlu kritis serta
merubah diri sesuai tuntutan kebutuhan publik ternyata tidak disadari sudah
menjadi paradigma yang telah lama ditinggalkan. Zona nyaman yang selalu melekat
terhadap sektor pemerintahan sudah semestinya dihilangkan dari benak pemikiran
Aparatur Sipil Negara sebagai penggerak layanan publik. Tentu sajasalahsatualasan
kuat untuk segera merubah mindset zona nyaman tersebut adalah perlunya ASN
sebagai roda penggerak pemerintahan menyadari bahwa kompetisi terhadap
pelayanan publik bukan hanya milik sesama penyelenggara pemerintahan, namun
juga sektor swasta yang jauh melangkah menghasilkan berbagai inovasi layanan
publik yang efektif serta efisien. Inilah gambaran singkat mengenai urgensi
peningkatan profesionalisme ASN di era Revolusi Industri 4.0 yang sudah
menyentuh setiap lapisan masyarakat.

PenerapanUU No. 5Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara masih jauh dari
kondisi ideal yang diharapkan. Kendati gaung profesionalisme aparatur disebarkan
di seluruh pelosok negeri ini, namun tetap saja pro-kontra terhadap perubahan pola
manajemen penyelenggaraan pemerintahan masih terjadi. Salah satu bukti nyata
kurang sinergisnya upaya membangun profesionalisme SDM aparatur adalah dalam
hal manajemen SDM Aparatur Sipil Negara sendiri, yang saat ini berjumlah 4.185.503
dengan rincian 939.236 PNS bertugas di Instansi Pusat (22.44%) dan 3.246.267 PNS
bertugas di Instansi Daerah (77.56%). Manajemen SDM Aparatur berbasis
kompetensi yang menjadi ruh dari UU ASN tampaknya masih melalui perjalanan
panjang, kendati persyaratan duduk dalam jabatan strategis di lingkup birokrasi
sudah diatur ketat, salah satunya dengan kebijakan seleksi terbuka. Aturan
pelaksana proses seleksi terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) sebagai turunan dari
UU ASN sendiri beberapa diantaranya masih berbasis pada sumber hukum lama
yakni PermenPAN RB No.13 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pengisian JPT pada
Instansi Pemerintah dan Perka BKN No. 23 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penilaian
Kompetensi Pegawai Negeri Sipil. Memang secara substansial kedua aturan




Bab 1. Pendahuluan

pelaksana tersebut sepakat dalam menjabarkan standar metode penilaian
kompetensi sebagai salah satu tahapan penting seleksi terbuka JPT, baik Pratama,
Madya maupun Utama. Namun demikian apakah secara operasional di lapangan hal
tersebut sudah sesuai dan konsisten dengan aturan yang ada? Hal ini tentu saja
bukan pertanyaan baru yang muncul di permukaan, terlebih ketika beberapa upaya
pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi menemui kendala baik berupa legalitas maupun
prosedural dari awal prosesnya.

Menelaah serta mereview kembali perjalanan upaya seleksi terbuka
khususnya dalam konteks penilaian kompetensi aparatur pada dasarnya menjadi
cukup mendesak dilakukan. Kenyataan yang berkembang saat ini, pemangku
kepentingan yang terlibat dalam proses seleksi terbuka sendiri semakin beragam
serta membutuhkan adanya komunikasi dan pemahaman yang sama. Hal ini semata
untuk membuka mata kita bahwa standarisasi metode serta aspek lain yang
diperlukan dalam proses penilaian kompetensi seleksi terbuka Jabatan Pimpinan
Tinggi bukan sekedar wacana dan menunggu adanya aturan hukum yang pasti,
layaknya pemberlakukan UU ASN di tengah upaya reformasi birokrasi yang sudah
berjalan. Sinergisitas elemen mendasar dalam proses seleksi terbuka, yakni
Kementerian PAN & RB, Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), BKN, Penyelenggara
Penilaian Kompetensi ASN serta Pemerintah Pusat/Daerah sebagai pengguna
kebijakan harus selalu dikuatkan dalam rangka habituasi tata kelola manajemen
SDM Aparatur berbasis kompetensi yang konsisten.

Beberapa isu penting terkait dengan urgensi sinergisitas menjaga standar
metode penilaian kompetensi sebagai salah satu aspek penting menjamin kualitas
SDM Aparatur Sipil Negara diantaranya adalah konsistensi dalam mengedepankan
prinsip akademis penilaian kompetensi, pemahaman terhadap aspek homogenitas
kriteria ASN yang handal dan profesional serta aspek praktis tata cara penilaian
kompetensi dalam kerangka kemajemukan kapasitas pemerintah baik pusat
m_aupun daerah. Isu-isu tersebut juga semakin menguat untuk di review kembali
seiring pengalaman (best practice) yang selama ini berkembang di lingkup
koordinasi antara unsur terkait, yakni Kepala Daerah/Pimpinan Instansi pusat,
Kementerian yang memiliki peran legalisasi secara struktural (ex. Kementeriar;
Dalam Negeri), Panitia Seleksi dan Komisi Aparatur Sipil Negara. Tukar pengalaman
untuk merajut kembali nilai keseragaman standar penilaian bukan hal rgnustahil

untuk dilakukan apabila setiap elemen terkai
it dapat mengambil satu
dan komitmen bersama. ! e

B. TEMA LOKAKARYA

. B.erdasarkan pengalaman menjadi salah satu lembaga yang turut serta
menjadi penyelenggara penilaian kompetensi, baik dalam konteks seleksi terbuka
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Jabatan Pimpinan Tinggi maupun pemetaan SDM Aparatur pada umumnya, maka
LAN bermaksud menyelenggarakan Lokakarya dengan tema "Membangun Sinergi
Dalam Rangka Standardisasi Metode Penilaian Kompetensi Aparatur Sipil

Negara".

C. TUJUAN DAN SASARAN

Sebagaimana standarisasi metode penilaian menjadi isu utama yang
diangkat dalam lokakarya ini, maka tujuan dari lokakarya ini adalah untuk
membangun komitmen bersama yang dituangkan secara tertulis dalam rangka
mengembalikan standar metode penilaian kompetensi pada kedudukan yang tepat
sesuai kebutuhan karakter profesionalisme Aparatur Sipil Negara. Sedangkan
sasaran atau ruang lingkup dari lokakarya ini adalah keterlibatan aktif dalam
membangun sinergi tersebut dari unsur pelaku manajemen SDM Aparatur Sipil
Negara baik dalam konteks seleksi terbuka maupun pemetaan SDM dalam lingkup
peta koordinasinya dengan Kementerian PAN & RB, BKN, KASN dan LAN sebagai
salah satu penyelenggara penilaian kompetensi.

D. MATERILOKAKARYA
Guna mencapai komitmen bersama yang menjadi sasaran utama lokakarya

ini, maka sekiranya dapat dirumuskan isu-isu permasalahan yang berkembang

dalam tataran praktis sebagai rangkaian materi pembahasan. Adapun materi yang
akan menjadi bahasan utama lokakarya adalah:

1. Reviewterhadapstandar metode penilaian kompetensi Aparatur Sipil Negara.
Materi ini secara khusus memiliki relevansi kuat dengan peran Badan
Kepegawaian Negara (BKN) sebagai lembaga yang memiliki kewenangan
dalam membina unsur pelaksana akademis penilaian kompetensi, baik
instansi penyelenggara maupun tenaga asesor sebagai eksekutor akademis
dalam proses penilaian kompetensi.

2. Studi kasus pemanfaatan hasil penilaian kompetensi dalam konteks
pengawasan proses seleksi terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi. Materiini secara
khusus berkaitan dengan wewenang pemantauan dan pengawasan Komisi
Aparatur Sipil Negara (KASN) dalam menjamin pelaksanaan proses seleksi
terbuka dari perencanaan sampai pada integrasi hasil penilaian Panitia Seleksi.

3.  Arahkedepan model manajemen SDM Aparatur Sipil Negara dalam kerangka
pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi dan tantangannya. Materi ini secara
khusus berkaitan dengan agenda strategis Kementerian Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dalam konteks membangun
profesionalisme aparatur mengarah pada World Class Bureaucracy.

puslatbang PKASN Lembaga Administrasi Negara 3
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E. WAKTUPENYELENGGARAAN LOKAKARYA
Lokakarya ini diselenggarakan pada:
Hari/Tanggal : Rabu, 17 Juli 2019
Tempat : Gedung Serba Guna (GSG) Puslatbang PKASN LAN
JI. Kiarapayung Km, 4,7, Jatinangor;
Sumedang, Jawa Barat
Jam : 08.00 - selesai

F. TARGET PESERTA

Peserta lokakarya adalah elemen-elemen birokrasi baik pusat maupun daerah
yang berhubungan langsung, atau bahkan menjadi pelaku kegiatan penilaian
kompetensi aparatur khususnya yang pernah menggunakan fasilitasi
penyelenggaraan penilaian kompetensi LAN.
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SIL LOKAKARYA

LAPORAN PENYELENGGARAAN
LOKAKARYA PUSLATBANG PKASN 2019

“Membangun Sinergi Dalam Rangka Standardisasi
Metode Penilaian Kompetensi Aparatur Sipil Negara“
Oleh : Hari Nugraha, SE., MPM.*

Yth. Deputi Bidang Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara (Bapak Dr. Tri
Widodo Wahyu Utomo, SH, MA)

vth. Komisioner KASN (Ibu Dr. Ir. Nuraida Mokhsen, MA)

Ykh. Asesor SDM Aparatur Utama (lbu Yulina Setiawati Ningsih Nugroho, SH,
MM)

Ykh. Asisten Deputi Pengembangan Kompetensi dan Kinerja SDM Aparatur (Bapak
Ir. Salman, M.Sc.)

Ykh. Ibu Neneng Athiatul Faiziyah, S.Ag., M.Ikom

Ykh. Para Undangan yang berbahagia,

Assalamu‘alaikum Wr.Wb.
Selamat Pagi dan Salam sejahtera bagi kita semua,

Mengawali Laporan Penyelenggaraan ini, marilah kita panjatkan puji dan
syukur kehadirat Allah SWT, karena atas rahmat & karunia-Nya kita dapat
berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat untuk mengikuti acara Lokakarya
yang bertema “Membangun Sinergi dalam Rangka Standardisasi Metode Penilaian
Kompetensi Aparatur Sipil Negara”.

Pada suasana yang berbahagia ini, izinkan kami melaporkan kepada para
Narasumber dan Deputi Bidang Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara
serta hadirin yang berbahagia tentang penyelenggaraan Lokakarya ini, sebagai
berikut:

! Hari Nugraha, SE., MPM, merupakan Kepala Pusat Pelatihan dan Pengembangan dan Pemetaan
Kompetensi Aparatur Sipil Negara (Puslatbang PKASN) Lembaga Administrasi Negara
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A. LatarBelakang

Adapun hal yang melatarbelakangi penyelenggaraan lokakarya ini adalah
bahwa terdapat dinamika tuntutan pengembangan manajemen ASN dalam rangka
meraih kualitas pelayanan publik yang prima terutama dalam menghadapi era
disruptif Revolusi Industri 4.0 dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat di
Republik Indonesia. Dalam rangka menjawab tantangan tersebut, Pemerintah
Republik Indonesia secara perlahan mulai melakukan berbagai perbaikan mulai dari
aturan, kebijakan, hingga pola manajemen ASN. Undang-Undang Nomor 5 Tahun
2014 Tentang Aparatur Sipil Negara menjadi langkah awal pemerintah dalam upaya
menata ASN yang lebih baik dan akuntabel. Payung hukum tersebut kemudian
diperkuat dengan disahkannya Peraturan Pemerintah No 11 Tahun 2017 tentang
Manajemen PNS yang menjadi acuan pelaksanaan dari amanat UU ASN termasuk di
dalamnya perihal penguatan sistem penilaian kompetensi sebagai salah satu dasar
manajemen ASN.

Saat ini, kompetensi merupakan hal yang familiar dikenal dan mulai
diterapkan pada pola pengelolaan SDM Aparatur baik di Instansi Pusat maupun
Daerah. Dalam penerapannya, Kompetensi menjadi landasan bagi para pengelola
kepegawaian di berbagai instansi mulai dari proses rekrutmen, seleksi, penempatan,
maupun promosi. Meski gaung semangat penerapan manajemen ASN berbasis
kompetensitelah bergulir selama beberapa waktu, implementasinya ternyata masih
jauh dari kondisi ideal, termasuk di dalamnya penyelenggaraan seleksi terbuka
Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT).

Dalam perkembangannya saat ini, pihak yang terlibat dalam proses seleksi
terbuka JPT semakin beragam, baik latar belakang maupun pemahamannya
mengenai tuntutan kompetensi dan tugas di dunia birokrasi. Seiring dengan
keberagaman tersebut, dalam implementasi seleksi terbuka JPT tersebut kemudian
berimbas pada keberagaman output maupun pemanfaatan hasil penilaian
kompetensi yang dilakukan. Untuk itu, dipandang perlu untuk mengkomunikasikan
d?n menyamakan persepsi mengenai tuntutan kompetensi, metode yang
digunakan, output yang dihasilkan, hingga pemanfaatan hasilnya.

B.  Tujuandan Sasaran
. Tujuan dari kegiatan penilaian kompetensi ini adalah unt

komitmen bersama dalam rangka mengembalikan standar mzfo;‘::r:::irilgi::
kompetensi. Sedangkan sasaran yang ingin dicapai adalah keterlibatan aktif dalam
membangun sinergi tersebut dari unsur pelaku menajemen SDM Aparatur Sipil
Negara baik dalam konteks seleksi terbuka maupun pemetaan SDM dalam lingk f
peta koordinasi dengan Kementerian PAN & RB, BKN, KASN, dan LAN seba i UIUE
satu penyelenggara penilaian kompetensi. j i s

C.  Narasumber

Lokakarya dengan tema “Memban i i
ary gun Sinergi dalam Rangka Standardisasi
Metode Penilaian Kompetensi Aparatur Sipil Negara” ini menghagdirkan 4 (aermI;:i;
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orang Narasumber dari berbagai latar belakang yang nanti akan menyampaikan

~materinya secara panel, yaitu :

1. Dr. Tri Widodo Wahyu Utomo, selaku Deputi Bidang Kajian Kebijakan dan
Inovasi Administrasi Negara LAN Rl yang akan menyampaikan Keynote Speech;

2. Ir.Salman, M.Sc, selaku Asisten Deputi Bidang pengembangan Kompetensidan
Kinerja SDM Aparatur KemenPANRB yang akan menyampaikan materi tentang
“Arah Kebijakan Penguatan Kapasitas Birokrasi dan Standardisasi Kompetensi
ASN Menuju World Class Government;

3. Dr. Ir. Nuraida Mokhsen, MA, merupakan salah satu Komisioner KASN yang
akan menyampaikan materi tentang “Evaluasi Pemanfaatan Hasil Pemetaan
Kompetensi ASN dalam rangka Pengisian JPT di Kementerian/Lembaga/
Daerah” ; dan

4 Yulina Setiawati N.N., SH,, MM. merupakan salah satu Asesor SDM Aparatur
Utama di BKN yang akan menyampaikan materi “Evaluasi Penerapan Standar
Metode Penilaian Kompetensi ASn di Kementerian/Lembaga/Daerah”.

Adapun diskusi panel tersebut nanti akan dipandu oleh Ibu Neneng Athiatul
Faiziyah, S.Ag., M.Ikom dari KPID yang bertindak sebagai moderator.

D. Peserta

Kegiatan ini dihadiri oleh sekitar go orang peserta yang berasal dari berbagai
Instansi Pemerintah Pusat maupun Daerah, maupun praktisi di bidang penilaian
kompetensi.
E. Waktudan Tempat

Adapun pelaksanaan kegiatan Lokakarya ini adalah Rabu, 17 Juli 2019 yang
bertempat di Gedung Serba Guna Puslatbang PKASN Sumedang.
Bapak Deputi, serta para hadirin yang Kami hormati,

Demikianlah pokok-pokok laporan yang dapat saya sampaikan. Dalam

kesempatan yang berbahagia ini, kami mohon perkenan Bapak Deputi Bidang

Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN untuk dapat menyampaikan
Keynote Speech sekaligus membuka secara resmi kegiatan Lokakarya ini.

Wabillahittaufiq wal hidayah,

Wassalamu‘alaikum warahmatullahi wabarakatuuh.

Jatinangor, 17 Juli 2019
Kepala Puslatbang PKASN,

Ttd

Hari Nugraha
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KEYNOTE SPEECH
LOKAKARYA PUSLATBANG PKASN 2019

“peran Penilaian Kompetensi Dalam Pengembangan Talenta
Aparatur Sipil Negara”

Oleh: Dr. Tri Widodo Wahyu Utomo, SH., MA.?

Yth. Komisioner KASN (Ibu Dr. Ir. Nuraida Mokhsen, MA)

Yth. Asesor SDM Aparatur Utama (Ibu Yulina Setiawati Ningsih Nugroho, SH, MM)

Yth. Asisten Deputi Pengembangan Kompetensi dan Kinerja SDM Aparatur (Bapak
Ir. Salman, M.Sc.)

Para penyelenggara, serta para peserta Lokakarya yang berbahagia,

Assalamu’alaikum Wr.Wb.
Selamat Pagi dan Salam sejahtera bagi kita semua,

Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur ke hadirat Allah SWT
atas karunia dan rahmat-Nya kepada kita semua sehingga pada hari ini kita dapat
hadir dalam acara Lokakarya yang diselenggarakan oleh Pusat Pelatihan dan
Pengembangan dan Pemetaan Kompetensi Aparatur Sipil Negara (Puslatbang
PKASN) Lembaga Administrasi Negara. Saya berharap forum ini dapat berjalan
dengan lancar dan memberikan manfaat bagi peningkatan kualitas pengelolaan
sumbegdaya manuskia aparatur, khususnya penerapan sistem asesmen kompetensi.

aya sampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang tinggi
Kepala Puslatbang PKASN atas segala dayz gan gupayZnyg :r?t%kkef:riz
meningkatkan kualitas dan kapasitas aparatur di daerah, yang salah satunya melalui
penyelenggaraan Lokakarya ini. Semoga upaya ini dapat melahirkan sinergitas
anta.ra berbagai instansi pemerintah yang menjadi penyusun dan pelaksana
kebijakan tentang penilaian kompetensi diinstansi pemerintah.

Hadirin yang berbahagia,

Visi Indonesia lima tahun kede
P pan adalah bahwa “Pemerintah akan
rn.enjadlkgn pembangunap SDM sebagai prioritas untuk lima tahun kedepan”, Hal
ini berarti semua ASN di level pemerintahan masing-masing harus mempunyai
rencana untuk mencapai visi tersebut. Kegiatan ini merupakan upaya

*Dr. Tri Widodo Wahyu Utomo, SH., MA., mery

dan Inovasi Administrasi Negara LAN RI. pakan Deputi Bidang Kajian Kebijakan
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menghubungkan titik-titik dalam rangka mencapai visi tersebut. Pembangunan

~——fndonesia penting karena menurut Prince Waterhouse (2017) memprediksi bahwa

pada tahun 2030, Indonesia akan menjadi negara ekonomi terbesar ke g di dunia
dengan PDB mencapai USD 2.449 miliar, dan meningkat pada tahun 2050 menjadi
terbesar ke-4. Prediksi tersebut tergantung bagaimana kita memastikan proyeksi ini
menjadi nyata dan tidak menjadi pepesan kosong belaka.

Selanjutnya pada era Indonesia emas tahun 2045 (100 tahun Indonesia),
adalah waktu paling ideal membentuk negara maju. Pra kondisi yang dimiliki
memungkinkan untuk mewujudkan Indonesia itu dapat dilihat dari jumlah penduduk
(3187 juta), penduduk usia produktif (66,67%), bonus demograsi tinggi (rasio
ketergantungan rendah), dan penduduk kelas menengah mencapai 82%. Publikasi
dari BPS angka kemiskinan terus menerus, saatinitinggal 25juta/g%. Hal ini menjadi
hal yang mendorong kita optimis membangun Indonesia maju kedepan.

Pidato Presiden, 18 Agustus 2018 bahwa "SDM adalah aset yang paling
penting dari bangsa Indonesia“. Tujuannya adalah untuk peningkatan daya saing
SDM sebagai prasyarat daya saing bangsa. Hal ini ditegaskan kembali pada Pidato
Presiden bulan Juni 2019 di Sentul. Berikut adalah institusi utama yang
bertanggung-jawab dalam pengembangan kompetensi SDM secara nasional, baik
untuk sektor publik maupun privat.

PRIVATE SECTOR PUBLIC SECTOR

Penyusunan kebijakan industri prioritas Penyusunan kebijakan manajemen
beserta SDM RANRB talenta ASN Nasional (pola karier,
sistem merit)

Kemenperin

Penyusunan kebijakan tenaga
kerja dan pengembangan

1l ol : Pengembangan manajemen
kompetensi melalui vokasi
i Kemenaker

talenta ASN dan pemetaan

BAPPENAS: .
kompetensi JPT

Menyusun
desain
manajemen
talenta
naslonal Pengembangan talent
management dalam Sistem

Sekalah Kader ASN

Penyusunan kebijakan
daerah dalam
mengembangkan COL

Quality Assurance manajemen

Penyusunan kebijakan bidang studi
talenta

sesuai dengan prioritas pembangunan
Sumber. Rancangan Teknokratik RPIMN 2020-2024 Bidang Aparatur Negara

Gambar 1. Institusi Utama Pengembangan Kapasitas SDM Nasional

Pada kesempatan yang sama, Presiden juga menekankan akan membangun
manajemen talenta Indonesia untuk Indonesia maju. Pertanyaannya adalah apakah
manajemen talenta ASN sudah siap?
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Ehl  Retensi Talenta fud

1
1
:
ertifkasi P
1

~ Analisis
Kebutuhan

Talenta T

e Ev‘nluasl :
Talenta

Target Jabatan

Gambar 2. Mekanisme Pengembangan Manajemen Talenta

SDM Aparatur adalah pengungkit bagi SDM lainnya (masyarakat madani,
swasta) sebagai katalis pembangunan manusia di sektor lainnya, karena SDM
aparatur itulah yang memiliki kewenangan untuk mengintervensi kebijakan
pembangunan, pengelolaan anggaran, dan menyusun kebijakan mengelola
sumberdaya. Pembangunan SDM harus difokuskan dalam penguatan kompetensi
ASN melalui penerapanan sistem merit dan manajemen talenta dan SDM Aparatur
sebagai katalisator penguatan SDM sektor pembangunan lainnya. Ini merupakan
dua tantangan terpisah namun bagai dua sisi koin yang melekat menjadi satu.
Sehingga aparatur pemerintah tidak hanya bisa fokus ke dalam tanpa memikirkan
sumber daya yang lain. Justru tugas aparatur adalah mengawal untuk mencapai
keberhasilan hal tersebut bersama — sama.

*Visi— Misi; ”*T
A ’
> Kelenslg:;aan «Struktur Organisasi;
*Proses Bisnis. ‘

P ccnde = TN Sl -
Peta nga_tan s +Jumlah jabatan manajerial;
Manajerial =Peta kebutuhan tahunan

Kebutuhan
Talenta

o LS
Seleksi | Penilaian Kompetensi

5= mpetensi,

Talenta [T"') kinerja, & kualifikasi;

J

Gambar 3. Penilaian Kompetensi dalam Seleksi Talenta

Tantangan yang dihadapi dalam pengemban i i

) hadap gan kompetensi ASN yaitu:

zohtlsasl jabatan dan kriminalisasi, (2) kesenjangan kompetensi antar );nstan(:i;
aerah (JPT banyalk yang belum bisa mengoperasionalisasikan komputer, belum

mampu berkomunikasi dengan bahasa asing dengan mitra kerja. Mencari k’andldat
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pimpinan merupakan tantangan besar, sepertimencari jarum ditumpukan jerami(3)

~—~pudaya birokrasi yang belum mendukung proses bangkom (senioritas, indisipliner,

rent-seeker, job-seeker, kolusi/favoritisme), (4) keterbatasan sumber daya baik
secara jumlah maupun kualitas (kelembagaan (lembaga assessment center dan
diklat terbatas), prasarana, dan anggaran) misal: lembaga assessment center
sedikit, lembaga diklat terbatas, anggaran terbatas, sehingga banyak terjadi CPNS
yang terlambat ikut latsar, lembaga pelatihan belum sesuai dengan beban kerja (5)
koordinasi antar lembaga ASN (Kemenpan, KASN, BKN, dan LAN), antar
BPSDM/BKD serta antara unit pengembangan SDM dengan unit Ini di K/L/D, Hal ini
pula yang mendasari LAN untuk menginisiasi pembentukan Corporate University,
sehingga lembaga Negara bukan hanya melaksanakan fungsi klerikal atau event
organizer saja namun mengarah pada integrasi fungsi lini antara kepegawaian dan
diklat dan (6) belum adanya one-data ASN sehingga menimbulkan pemborosan,
misalnya seseorang mengikuti assessment berulang-ulang dalam jangka waktu
setahun. Inilah yang hendak didorong supaya lebih sistematis di masa yang akan

datang.
_ | PembinaPengembangan | " Alese ) s
AL |’ Kompetensi ASN ; ;
E [
SEKJEN/SESTAMA || Sekolah Sekolah
Chief of Learning Officer Kepemimpinan
Nasional

Kader
P 1172017 (Ps. 217) PP 1172017
P

Nasional
s )
DEAN
Dirjen/ Depu

In Sourcing : SDM Pen_gajar,‘PakaLIprtgrnal

Outsourcing : SDM Pengajar, Pakar, Training Provider Luar

Gambar 4. Rancang Bangun Corporate University ASN

Hadirin, para peserta Lokakarya yang berbahagia,

Arah kebijakan pembangunan ASN 2020-2024 yang memuat lima pilaryaitu
“penguatan manajemen ASN berbasis sistem merit” melalui penerapan manajemen
talenta, pengawasan dan evaluasi penerapan sistem merit, dan penguatan kebijakan
kesejahteraan ASN. Kebijakan pengembangan kompetensi pada UU 5 Tahun 2014
bahwa “pengembangan kompetensi ASN adalah hak dan menjadi bagian dari
manajemen ASN”. Selanjutnya pada PP No. 11 Tahun 2017 bahwa pengembangan
kompetensi sangat penting karena pengembangan kompetensi adalahsegalaupaya
untuk memastikan bahwa ASN memiliki kecukupan untuk menempati jabatan
tertentu. Pengembangan kompetensi adalah status dinamis dari seorang PNS,
bukan menjadi baseline untuk seterusnya tetapi meningkat terus menerus sehingga
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Bab 2. Hasil Lokakarya

penilaian kompetensi menjadi penting (long carier system). Berdasarkan hal
tersebut, maka postur ASN hasil pengembangan kompetensi yaitu: (2) proporsi JF
yang lebih besar (70/80%), (2) sertifikasi profesi (JF), setiap jabatan punya tuntutan
profesi dan setiap profesi harus tersertifikasi, (3) distribusi kompetensi dan
kualifikasi yang relatif merata (tunjangan kinerja sama dengan syarat kompetensi
yang seimbang), (4) anggaran yang lebih signifikan untuk bidang penelitian dan
pendidikan aparatur (bukan hanya dalam bentuk diklat saja), (5) peningkatkan
kapasitas kepemimpinan (termasuk bidang digital) di semua level (misal:
menghadapi disrupsi teknologi). Ketika seorang pemimpin tidak memahami
tentang disrupsi teknologi ia tidak akan mampu melakukan mitigasi terhadap
organisasinya (6) indeks integritas dan kedisiplinan yang tinggi, (7)Kinerja pelayanan
yang diharapkan mendekati excellent competency.

Kurun waktu “1945-2045” merupakan proses pembangunan manusia
Indonesia seutuhnya semenjak kemerdekaan akan panen pada tahun 2045
“Indonesia Emas”. Dalam masa injury time ini dengan komitmen dan kerja keras
bersama maka tujuan founding father dan presiden bisa tercapai.

Hadirin yang saya hormati,
Akhir kata, saya ucapkan terima kasih yang setinggi-tinggi
' ) apkal ggi-tingginya kepada semua
pihak yang telah berpartsipasi dalam kegiatan ini, semoga semua daya upaya kita

selalu menjadi amal ibadah di hadapan Allah SWT. D
s . Dengan mengucapkan
BISMILLAHIRAHMANIRAHIM?, Lokakarya ini saya nyatakan dibuka secara resmi.

Terima kasih

Billaahittaufiq Walhidayah
Assalaamu Alaikum Wr. Wb.

Deputi Bidang KKIAN LAN R

Ttd

Dr. Tri Widodo Wahyu Utomo, SH., MA.
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— DISKUSI PANEL

Moderator: Neneng Athiatul Faiziyah, S. Ag, M. Ikom
PRESENTASI 12

“Arah Kebijakan Penguatan Kapasitas Birokrasi dan Standardisasi
Kompetensi ASN Menuju World Class Government”

Oleh: Ir. Salman, M.Sc.3

Kebijakan tentang manajemen ASN diatur pada UU No. 5 Tahun 2014
tentang ASN yang kemudian dijabarkan melalui PP No. 11 Tahun 2017 Tentang
Manajemen PNS dan PP No. 49 Tahun 2018 tentang Manajemen PPPK. Berdasarkan
pada kebijakan tersebut, maka PNS dan PPPK dapat mengisi jabatan pemerintahan
dan melaksanakan tugas pemerintahan. Adapun kondisi ASN Indonesia saat ini
dapat dilihat dari jumlah PNS yaitu sebanyak 4.185.503 dengan komposisi menurut
jenis kelamin laki-laki (49%) dan perempuan (52%), sementara itu apabila dilihat dari
komposisi menurut jenis jabatan terdiri dari JF Guru (39%), JF Umum Administrasi
(38%), JF Teknis (13%), dan struktural (10%).

Arah kebijakan manajemen ASN pada tahun 2024 adalah mewujudkan
Smart ASN yaitu ASN yang memiliki integritas, nasionalisme, profesionalisme,
wawasan global, menguasai IT dan bahasa asing, hospitaly, networking, dan
enterpreunership. Untuk mewujudkan hal tersebut maka strategi pengelolaan ASN
sebagaimana mengacu pada kebijakan manajemen ASN yang ditetapkan melalui
UU No. 5 Tahun 2014, PP No. 11 Tahun 2017 dan PP No. 49 Tahun 2018 adalah
sebagai berikut:

1. Perencanaan ASN

Jika sebelumnya perencanaan ASN cenderunng tidak terarah yaitu tidak
memperhatikan kerangka pembangunan nasional/daerah dan rentan terjadi
penyalahgunaan wewenang, maka perencanaan ASN saat ini dilakukan lebih
terarah yaitu dengan menerapkan prinsip zero growth, menyesuaikan dengan
arah pembangunan nasional/daerah, menetapkan jabatan spesifik sesuai
dengan core business organisasi dan sasaran Nawacita dan merencanakan
berdasarkan analisis jabatan (Anjab) dan Analisis Beban Kerja (ABK).

2. Perekrutandan Seleksi
Sejak tahun 2014, seleksi CPNS sudah dilakukan berbasis computer (Computer-
Assisted Test). Formasi CASN (PNS dan PPPK) saat ini dikelompokkan menjadi
beberapa kategori yaitu (2) formasi umum, (2) formasi lulusan terbaik dan
diaspora, (3) formasi putra-putri papua, (4) formasi penyandang disabilitas, (5)

3 |r, Salman, M.Sc., merupakan Asisten Deputi Pengembangan Kompetensi dan Penilaian Kinerja
SDM Aparatur, Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
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formasi atlet berprestasi, dan (6) formasi sekolah kedinasan. Pada‘tahun 2017.
terdapat 2,4 juta pelamar yang bersaing memperebutkan 37 ribu formasi
sedangkan pada tahun 2018 terdapat 4,4 juta pelamar yang memp}areb.utkan
238 ribu formasi. Sementara itu, untuk pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT)
saat ini juga sudah dilakukan melalui seleksi terbuka.

3. Pengembangan Kapasitas

Jika sebelumnya pengembangan kapasitas ASN dilakukan melalui pendidikan
dan pelatihan (diklat) konvensional yaitu didominasi dengan diklat classical
dengan materi pembelajaran yang kurang up to date dan fasilitas yang kurang
memadai, maka saat ini terjadi transformasi pengembangan kompetensi ASN
ke arah ASN Corporate University dengan proporsi diklat non klasikal lebih besar
dari pada diklat klasikal yaitu on the job training (70%), coaching dan mentoring
(20%), dan formal (20%).

4. Penilaian Kinerja
Penilaian kinerja PNS dilakukan menurut PP No. 30 Tahun 2019 tentang
Penilaian Kinerja PNS. Pada peraturan tersebut setiap instansi pemerintah harus
membuat perencanaan kinerja PNS, pelaksanaan, pemantauan, dan pembinaan
kinerja PNS, penilaian kinerja PNS, tindak lanjut dan pengembangan sistem
informasi kinerja. Penilaian kinerja memuat dua aspek yaitu Sasaran Kinerja
Pegawai (SKP) dan Perilaku Kinerja dengan bobot penilaian adalah 60%SKP dan
40% Perilaku Kerja. Namun bagi instansi yang belum menerapkan penilaian
perilaku kerja 360° maka bobot penilaian 70% SKP dan 30% Perilaku Kerja.
Adapun yang dimaksud penilaian perilaku kinerja 360° yaitu penilaian perilaku
kerja yang dilakukan mulai dari atasan, rekan kerja dan bawahan dengan bobot
penilaian atasan (60%) dan rekan kerja dan bawahan (40%). Semua instansi

pemerintah harus melaksanakan penilaian kinerja 360° paling lambat 5 tahun
setelah PP ini diundangkan.

5. Promosi, Rotasi dan Karier
Pelaksanaan promosi, rotasi dan karier PNS (Pola Karir PNS) mulai dari
pelaksana, pengawas, administrator, JF, hingga Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT)
Pratama, Madya, dan Utama dilakukan dengan menerapkan sistem merit yaitu
berdasarkan kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kebutuhan organisasi dalam
pengembangan manajemen talenta. Kinerja dan kompetensi menjadi
komponen utama untuk melakukan pemetaan talenta pegawai (talent
mapping) kedalam nine box (9box), kemudian berdasarkan kualifikasi tertentu
maka pegawai yang terdapat pada box 7,8 dan g) ditetapkanlah ke dalam
kelompok rencana suksesi (talent pool). Selanjutnya pegawai yang masuk dalam
talent pool tersebut mendapatkan Program pengembangan talent dan pegawai
yang masuk ke box glah yang akan ditetapkan pada Jabatan strategis yang
ditetapkan sesuaj kebutuhan organisasi. Sementara itu, bagi semua pegawai
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(box 1-g) berhak mendapatkan pengembangan kompetensi sesuai kesenjangan
~——kompetensi yang dimiliki.

6. Peningkatan Kesejahteraan

Pada saat ini sedang disusun Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang
Gaji, Tunjangan, dan Fasilitas dan RPP tentang Pensiun. Untuk RPP Pensiun
diarahkan untuk mengoptimalisasi manfaat pengelolaan pensiun sebesar-
besarnya bagi ASN dan Pensiunan yang mencakup tiga inti pokok pengaturan
yaitu (1) manfaat memadai (perhitungan manfaat menggunakan THP, tidf'-:k lagi
hanya gaji pokok), (2) tidak membebani APBN (manfaat dibayarkan dari .dana
pensiun fully funded, tidak lagi dari APBN), dan (3) iuran bersama (pemerintah
dan ASN bersama-sama membayar iuran).

Berkaitan dengan kompetensi ASN, dalam rangka mengantisipasi era
Industri 4.0 yang membawa resiko terhadap otomasisasi pekerjaan seperti menyrutf
OECD (2018) bahwa pekerjaan di negara-negara OECD (14% akan terotomatisasi
dan 32 % akan terjadi pergeseran/shifting) dan pekerjaar'l yang terancam dengan
adanya perubahaan yaitu pekerjaan rutin dengan keahlian repdah, make! peran
pemerintah adalah menetapkan prioritas kebijakan pada tiga hal y.artu: (2)
pergeseran kompetensi yang dibutuhkan, (2) pengembangan kompetensi, dan (3)
peningkatan kinerja. Untuk itu, pemerintah menyusun model pengembangan
kompetensi ASN sebagaimana digambarkan sebagai berikut:

N
KESENJANGAN PENGEMBANGA
KOMPETENSI KOMPETENSI

________ o 1

—
ASN CORPORATE UNIVERSITY

STANDAR E
KOMPETENSI KOMBET)
INDIVID
JABATAN

e s || meres |

* MANAJERIAL + ASSESSMENT CENTER
« SOSIALKULTURAL | | * PENILAIAN ATASAN
* TEKNIS \

Gambar 5. Model Pengembangan Kompetensi ASN

Selanjutnya, standarisasi metode pengukuran kompetensi /‘kSN perlu diltakukan
terhadap metode assessment (assessment center dan rapid assessment) yang
digunakan dan keberadaan asesor yang tersertifikasi. Adapun metode assessment
yang digunakan dapat dilihat pada gambar 6 berikut:
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ASSESSMENT RAPID

CENTER ASSESSMENT*

-1 oA
i + DISKUSI KELOMPOK + PRESENTASI
e S «PRESENTASI  [777777° + WAWANCARA
KOMPETENSI _JI « WAWANCARA
SOSIAL KULTURAL

+ PORTOFOLIO - PORTOFOLIO
KOMPETENS! S - WAWANCARAUSERI  _______ + WAWANCARA ATASAN/
"" NARASUMBER DI BIDANG USER
TEKNIS

m --------- e s

Gambar 6. Metode Assessment

Berdasarkan uraian tersebut, maka beberapa hal yang perlu menjadi

perhatian bersama adalah:

o Manajemen talenta dan suksesi menjadi permasalahan mendasar
dalam pengelolaan SDM Aparatur.

e Perubahan arah pengembangan kapasitas ASN dari pendidikan dan
pelatihan konvesional (pelatihan klasikal) ke ASN Corporate Univerisity

e Penilaian kinerja harus dilakukan dengan mengacu pada PP No. 30
Tahun 2019

e Saat ini Menpan & RB sedang menyusun kebijakan tentang pedoman
penilaian uji kompetensi dan penilaian kinerja.

e High cost  penyelenggaraan penilaian kompetensi menjadi
permasalahan yang harus diperbaiki.

e Juknis PermenPAN dan RB No. 38 Tahun 2017 saat ini sedang dalam
proses penyusunan.
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PRESENTASIII

“Pemanfaatan Pemetaan Kompetensi Dalam Pengisian
Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT)”

Oleh: Dr. Ir. Nuraida Mokhsen, MA 4

Dengan latar belakang hasil benchmark mengenai Manajemen ASN di
ASEAN ditemukan bahwa kondisi eksisting Manajemen ASN Indonesia masih
tertinggal dari negara-negara ASEAN, dimana Malaysia sudah mengantisipasi
kebutuhan kualitas dan kualifikasi SDM nya pada tahun 2025 dan 2050 dengan
membuat talent pool SDM untuk ASN dan non ASN dalam rangka membangun
kompetensi pegawai melalui Razak School of Government. Selain itu, Malaysia
sudah melakukan sertifikasi jabatan sejak 30 tahun lalu, sementara Indonesia masih
dalam proses memperjuangkan sertifikasi profesi. Thailand sudah lebih maju
menerapkan sistem merit, talent pool dan lain sebagainaya. Dari segi government
effectiveness, Indonesia hanya menang dari Timor Leste, Myanmar dan Laos.
Sehingga Indonesia harus mengejar ketertinggalan dan pemerintah membuat
keputusan untuk mengganti sistem karir menjadi sistem talenta.

RPJMN 2015-2019 == RancanganTeknokratik
RPJMN 2020-2024

adll, dan berkesinambungan

ng
keunggulan SDA, SDM dan IPTEK

Terwujudnya tata kepemerintahan yang batk, bersih,
dan berwibawa yang berdasarkan hukum serta
yang

Strategi

[t

ma
Sipil Negara (KASN)

3 Penguatan sistem dan hualitas penyelenggaran
dikiat

1. Penerapan manajemen talonta Rasional
2 Penga

‘dalam bentuk penguatan Kapasitas pengawasan dan
ovaluasi implementas! sistem merit

n ASN dalam
insentit untuk ASN di daerah 3T,
tingkat risiko pekerjaan Linggl. dan bertajenta (igh

performance). serta kebijakan golden shakehasd
untuk penataan PNS

Gambar 7. Sistem Merit Dalam Rencana Pembangunan Nasional

Setelah diperjuangkan sejak 3 tah

4 Dr. Nuraida Mokhsen, MA adalah Anggota Komisi ASN.

un yang lalu, akhimya RPJMN 2020-2024

g
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sisten merit masuk dalam RPJMN. Sistem merit mulai dari rekrutmen hlngg.a
pensiun basisnya ada 3 yaitu kesesuaian kualifikasi, kinerja dan kon?p.etensh
Kesesuaian tersebut harus disertai dengan membangun instrumen penilaiannya
sepertiapa. Pengisian JPT tidak cukup denganmenggunakan instrument CAT tetapi
harus disertai pendalaman melalui assessment center. Sistem karir berubah menjadi
sistern merit. Sistem karir salah diterapkan karena menimbulkan senioritas dalam
pengisian jabatan. Disisi lain, Pilkada berpengaruh pada pengisian jabatan (promosi
dan mutasi) yang tidak jelas.

'Pengertian Sistem Merit

Kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan
kinerja, yang diberlakukan secara adil dan wajar dengan tanpa diskriminasi.
F ‘ Merekrut ASN yang profesional dan berintegritas dan

menempatkan mereka pada jabatan-jabatan birokrasi
pemerintah sesuai kompetensinya;

Tujuan Mempertahankan ASN melalui pemberian
{Sistem kompensasi yang adil dan layak;

- Merit Mengembangkan kemampuan ASN melalui
bimbingan dan diklat;

Melindungi karier ASN dari politisasi dan
kebijakan yang bertentangan dengan prinsip
merit (neptisme, primordialisme,

Gambar 8. Sistem Merit Menurut UU ASN

Sistem merit dan manajemen talenta masuk dalam prioritas nasional dan
didukung oleh Presiden Jokowi. Penerapan sistem merit dalam pengisian jabatan
!'nenurut UU No. 5 Tahun 2014 adalah dilakukan melalui seleksi terbuka dan bagi
instansi yang sudah memiliki talent pool tidak perlu melakukan seleksi terbuka
Seleksi terbuka dilakukan karena belum adanya pembinaan karier yang jelas, maka.
seleksi terbuka menjadi pilihan untuk mendapatkan orang yang tepat ’sesuai
kebutuhan organisasi. Sementara itu, manajemen talenta mempersiapkan pegawai

untuk memenuhi persyaratan ideal yang diproyeksikan akan duduk dalam
kepemimpinan organisasi di masa depan.

18 PROCEEDING SEMINAR

‘

—

st

KASN berfungsi mengawasi pelaksanaan norma dasar, k
ASN, serta penerapan system merit dalam kebijakan dan manaje

instansi pemerintah

KASN berwenang:

B
124 |
| &®)

Ik Meminta klarifikasl dan/atau

i 8; idan dokumen yang diperlukan
setiap tahapan mengevaluasi ‘:a’;mz"’::,fﬂ"::; d"k“'“"" dari Instansi Pemerintah
proses pengisian  penerapan asas, nilai ooy :"" terkait pelanggaran untuk pemeriksaan laporan
Jabatan Pimpinan  dasar sertakode etik 2T PO ::“ sl 1oE dasarsertakode  atas pelanggaran norma
Tinggi dan kode perilaku et Bt e etik dan kode perilaku dasar serta kode etik dan

Pegawal ASN Pegawai ASN kode perilaku Pegawai ASN

Pegawai ASN

Gambar 9. Peran KASN dalam Manajemen ASN

Beberapa tantangan dari penerapan seleksi terbuka antara lain:

Peraturan masih tambal sulam

ketidaksiapan instansi

Kualifikasi dan standar kompetensi jabatan belum tersedia, setiap jabatan

memiliki ciri-ciri yang spesifik tidak mungkin sama semua jabatan.

Permasalahannya tidak bisa mendeskripsikan standar kompetensi teknis secara

detail

v Keterbatasan calon yang berkualitas dan memenuhi syarat (karena tidak
memiliki talent pool). Seperti daerah pemekaran, biasanya memiliki jumlah
kandidat yang terbatas dan belum tentu memenuhi persyaratan, tetapi jabatan
yang kosong harus diisi.

AR NN

PERSIAPAN
st e e
[ PERENCANAAN | | KOORDINASI KASN i PEM:‘E:SS:: | Efm:f:h::.h,’:::
|+ Penctapan | - Penyampalan Rencana | PAN - a8
i - Pembentukan Pengisian JPT
Jabatan yang ’ Seleksi ke KASN “ eanse st s
= I |
akan diis) Evaluasi dan d® A ‘ et |
\ Rencana Seleksi | | rekomendasi KASN | | Rencanaseleksl | 5 3 'l' -
PENETAPAN DAN
PELAKSANAAN PELANTIKAN
— s oo sy OLEH PPK
| seLexst | :ubo;ompnmm | [reneiusuRAN REKAM JEIAK |
| [EENERBURDEE-S |
« Evaluasi | Manajerial | WAWANCARA AKHIR ; -
kesesual { | * Uji Kompetens| [ TesT KESEHATAN | KOORDINASI KASN 5
| persyaratan v. | Bidang/Teknis [*F Loce ————————q) | = Penyampalan |
| + Penentuan "7 |+ Uji Kompetensi ) [ PENYUSUNAN HASIL SELEKSI | » | laporan |
| pelamar vg B lwral | | DAN 2 |+ penerbitan |
| lulus I s e e Rekomendasi
I o e b
baga Admini ara 1
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Pemetaan kompetensi diperlukan dalam membangun talent pool (san-;Pai
saat ini dibandingkan dengan metode lain, metode Assessement Center yang paling
tinggi akurasinya).

COMPETENCY
ASSESSMENT:
PSYCHOMETRIC 5 CENTER PERFORMANCE
TESTING v - WAWANCARA APPRAISAL

KO
* MULTIRATER 360%

Gambara1. Metode Seleksi

Tahapan assessment yang harus diperhatikan adalah dimulai dengan
analisis pekerjaan sebelum menyusun standar kompetensi. Kelalaian dalam
Assessment Center pada umumnya adalah salah dalam membuat standar
kompetensinya karena tidak dimulai dengan analisis uraian pekerjaan/pemahaman

tentang jabatan kurang tepat sehingga hasilnya kurang memuaskan. Jadi belum
tentu metode assessment centernya yang salah.

PERSIAPAN

ANALISIS PENENTUAN PENENTUAN PEMILIHAN

PEKERJAAN KRITERIA DIMENS) DAN MATUKUR  iNVIAPAN
SUKSES PERSYARATAN JATERD
JABATANS!
PELAKSANAAN
PELAKSANAAN ANALISIS 1IASIL PENYUSUNAN u
1S IMPAN
ASSESSMENT ASSESSMENT LAPORAN BALIK
> LR ) ‘ Profil
- # Pegawai

Gambar12. Tahapan Assesment
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— ji pengembangan kompetensi bisa dengan mentoring, coaching,

w;e—;;:;a::églez migng dan sgeba'gafnya‘. Tidak hanya dengan diklat di dalam kelas.
Sehingga dapat membuat rencana sukse.si yang masuk dalam daftar tunggu.
Sehingga tidak menunggu rekomendasi dari atasan. Ada beberapa lembaga negara
yang sudah baik dalam menerapkan manajemen talenta.

4. PEKERJA KERAS 7. PEGAWAI PROFESIONAL

HicHty +Secaca Konsisten 7 PIMPINAN TINGGI MASA
EFFECTIVE » Secara konsisten menunjukan “Dewan
hasl pekerjaan di atas rata- menunjukan hast pekeraan S
I rata di aasratarata i3 2 Yo
P
480 = Kurang berpotenst unfuk ot e dengan "'"‘N ; i1
7 an febih tinggl i e ond
% ﬂ::,‘: dapat aq?g:pm. » Potensi untuk ditampatkan poscak
pada pekerjaan yang berbeda pada ponss pekerjasn fain
dengan kompetens beda
2. PEKERIA KERAS MASA DEPAN 6. PEGAWA! 8. PIMPINAN MASA oumo
« Sacara konsisten menunjukan AMAN I
hasil pakerjaan sesuai harapan | | eooa paniaan atasitandss
» Kurang berpotensi untuk menunjukan hasil pekerjaan «Menguasal pekerjaan Datm
72-719 pekerjaan yang lebsh tnggt sesual harspan dengan sangat balk o
3 « Kurang dapat beradaptasipada | | ytoncuacal pekarjaan baik « Potemi untuk m;mpaw
1 pekerjaan yang berbeda « Dapat beradaptas! siiuast pada poss pekerjaan
£ pekerjaan yang berbeda dengan kompetenss sama
6071
LESS
EFFECTIVE

Gambar 12. Talent Matriks

Bagaimana KASN memberikan rekomendas! untuk mener:;:unl:aerrl'rl z:];ll:::
yang dilantik, apakah harus dari ranking 3 besar? yaitu de.r;(gar:j Izaa Sl
rekomendasi dengan disertai catatan khusus tentang asesi/l anh d ;:lari e
dan daerah tertentu belum bisa harus melantik berdasa.rk:nm a::‘ i
besar. Karena kondisi di lapangan yang b'elum sesuai a(stznd.a Ly
membuat rekomendasi dengan catatan sesual pertim:angsai: el
leveling) disesuaikan dengan kondisi daerah (misal: Indone
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PENDEKATAN PEMBINAAN/PENGEMBANGAN YANG EFEKTIF

- Training

10 % - SelfStudy

P Y
* Feedback
o - Coaching
20 /D * Mentoring

Piseonies22e wone 20 ssim N Fokus Pada Non-Training
Development Programs.
3 « Project assignment
70 % Special Assignment
On the job teaching
o
Task Force assignment
Rotation

SOURCE:

Assignments - Other People — Coursework: Comparison Six
Lessons of Experience Studies by Cynthia McCauley
Center for Creative Leadership - 2013

Gambar 3. Pendekatan Pengembangan Kompetensi

Tidak semua instansi harus memiliki unit assessment center, bisa saja
BPSDM mengelola hasil assessmentnya dan bagaimana mengembangkan
kompetensi tidak perlu membangun AssessmentCenter sendiri tetapi dapat

menggunakan Assessment Center yang berkualitas. Kalaupun membangun harus
yang berkualitas.

22 PROCEEDING SEMINAR

PRESENTASI Il
Evaluasi Penerapan Standar Metode Penilaian Kompetensi ASN di
Kementerian/Lembaga/Daerah

Oleh : Yulina Setiawati Ningsih Nugroho, SH, MM3

Pelaksanaan penilaian kompetensi sebenarnya sudah dilaksanakan sebelum
pada masa UU No. 5 tahun 2014 tentang ASN saja tetapi sebelumnya melalui UU
43/1999, sekalipun tidak mengatur sistem merit, tetapi prinsip-prinsip sistem merit
sudah ada. Dalam UU ASN menginduksi prinsip-prinsip merit sistem dalam 11
tahapan manajemen ASN supaya prinsip merit sistem dijaga tahapannya dan
dibentuk komisioner ASN untuk menjaga mengawasi pelaksanaannya. Kebijakan-
kebijakan tentang pelaksanaan kompetensi sudah dibuat BKN, tetapi tidak
sepenuhnya dilaksanakan oleh instansi, sehingga lahirlah UU ASN agar semua
instansi melaksanakan sistem merit di setiap tahapan mulai dari rekrutmen hingga
pensiun.

Succassion
Managemant

Gambar 14. Manajemen Talent

5 Asesor SDM Aparatur Utama, Badan Kepegawalan Negara.
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Saat ini Indeks efektivitas pemerintah sudah naik 23 poin, c.leng_a.n indikator
meningkatnya kinerja dari birokrasi dan semakin kecilnya intervensi pollt‘!k terahdaP
birokrasi dan semakin berkualitasnya pelayanan terhadap masyarakat. Sistem merit
sudah mulai menunjukkan kemajuan.

Roh dari Manajemen talenta adalah penilaian kompetensi. Target yang dinilai
adalah 4,2 juta PNS menjadi tantangan bagi BKN. Peran BKN dalam penerapan
manajemen ASN Berbasis Kompetensi antara lain
v Pembina dan pelaksana penilaian kompetensi yang harus menegakkan standar,
metode, hasil, dan melakukan monitoring dan pengawasan.

v Membangun sistem informasi kepegawaian berbasis kompetensi

v BKN sebagai penanggung jawab kualitas penilaian kompetensi. Namun BKN
belum melakukan monitoring dan evaluasi kepada lembaga binaannya

Asesmen Kompetensi &

Dilakukan oleh Hasil
- BKN melalut

program Talent

Pool Nasional

Pasal 48, tugas BKN :
Membina dan
menyelenggarakan

kom dan fasilitas

- Mengelola SIK i Talent pool

berbasis kompelensi iz KiL/D

L

: Informasi
Assessment i
Komp:t'::si \ { ; _ Kepogawaian

. berhasis

‘Kompetensi

(BKN)

Penggunaan Dilakukan oleh

kompetensi oleh Per qara
KD penkom yang
—terakreditast—

Gambar 15. Asesmen Kompetensi

Pelaksanaan assessment center harus dikritisi.
predictor tersahih untuk bisa menilai kompetensi se
tergantung dari ketersediaan,
bentuk pengawasan dalam
berintegritas, saat ini KPK
kompetensi.Sampai dengan
Assessment Center dan Q

Metode ini merupakan

P seorang namun sangat
metode dan kualifikasi dari asesor, Sebagai salah satu

. rangka mendapatkan kandidat yang sesuai dan
ikut r}wgndampingi memonitor pelaksanaan penilaian
saat ini metode yang digunakan masih menggunakan
uassi Assessment. Pengembangan metode penilaian
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SRS C N Sl o o s

——

kompetensi juga menjadi PR tersendiri. Kondisi saat ini terdapat dua standar

~kompetensi yang digunakan BKN dan Permen PAN dan RB dan menimbulkan

kebingungan bagi instansi pelaksana assessment center dan hingga sekarang belum
ada Petunjuk Teknis yang dikeluarkan Kemen-PAN sebagai turunan dariPermenpan
Nomor 38 Tahun 2017.

Metode terstandar yang dilakukan
untuk menilai/ mengukur
kompetensi dan prediksi
keberhasilan PNS dalam suatu
jabatan. (Perka BKN No. 23 Tahun
2011)

Gambar 16. Implementasi Assessment Center

di dalam penerapan standarisasi

Tantangan dan permasalahan yang terjai
metode penilaian kompetensi antara lain sebagai berikut : ;
v Hasil pemetaan kompetensi yang cudah ada belum digunakan untu
membangun database talent pool nasional, ey i 2 gt

v BKN meminta hasil penilaian kompetensi dari setiap instansi tetapi tidak ada
yang mengirim. Permasalahan: kriteria hasil penilaian yang tidak seragam,
padahal BKN sudah membuat aturan dengan jelas.
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Ketua Tim

Asesor

Administrator

Role Player

Designer Exercise

Narasumber

Feedback Giver

Gambar 17. Standar Assessment Center

Terkait penilaian kompetensi teknis, permenpan belum menetapkan tentang
assessor kompetensi teknis. PermenpanRB nomor 41 Tahun 2012 hanya mengatur
tugas Asesor SDM Aparatur. Beberapa instansi teknis seperti PUPR sudah membuat
standar kompetensi teknis, namun asesor teknis resminya belum ada. Akhirnya
PUPR menghire pensiunan di bidang teknis tertentu sebagai asesor teknis. BKN
pernah mengusulkan supaya Permenpan 41/2012 direvisi namun belum ada
tanggapan/tindak lanjut.

Standar Metode Assessment Center masih mengacu pada Perka BKN No
23/2011. Di Permenpan 41/2012 belum diatur lebih lanjut mengenai metode
sederhana, sedang maupun kompleks. Sehingga BKN menetapkan koridor dan
aturan mengenai standarisasi pengisian JPT dan hasilnya. Komisi ASN pun sudah

menyetujui hasil pemetaan kompetensi dapat digunakan untuk promosi JPT dan
berlaku untuk jangka waktu dua tahun.

26 PROCEEDING SEMINAR

DISKUSI

Ada edaran tanggal 19 Juli 2019 tentang penyusunan standar kompetensi JPT,
ketika akan melakukan seleksi terbuka harus mendapat surat rekomendasi dari
KASN, sebelum mengumumkan jabatan yang diseleksi terbuka, maka instansi
mengajukan standar kompetensi JPT untuk mendapat persetujuan dari
Menpan? (Peserta dari Kalimantan Utara)

Tidak ada sesuatu pertentangan antara PerKA BKN dan PermenPAN dan RB
sebagai standar generik, silahkan ditambah sesuai kebutuhan. Tidak bisa semua
jabatan, standarnya sama. KASN mendorong instansi membuat standar
kompetensi di instansi sesuai dengan PermenPAN dan RB. Harus ada
transisi,kalau masih menunggu persetujuan tidak selesai-selesa.

Pelaksanaan talent pool, instansi mana yang diberi kewenangan untuk
melaksanakan talent pool? ] :
Kewenangan membangun talent pool adalah instansi masing-masing.
Assessement Center bisa dilakukan dimana saja KASN mendorong untuk
melakukan Assessemnt Center pada BKN agar bisa dikompilasikan.

Desain dari PP No. 11 Tahun 2017, setiap instansi harus membangun talent pool
dan untuk talent pool nasional untuk jabatan -jabatan tertentu.

Dalam pelaksanaan talent pool BKN, standar kompetensi yang dea!(al {)ar:(g

mana? Standar kompetensi dari BKN atau PermenPAN d-an RB? Seleksi terbuka

biayanya sangat tinggi, kalau talent pool biayanya bisa dikurangi. et

v PermenPAN 38/2017 jelas kamusnya ada 8 standar kompetensi, se g 2
PerkA BKN No. 7 Tahun 2013., kamus kompetensi ada 33 menganl;it pn:;:s
prinsip Assessment Center, berdasarkan pada analisis jabafan {ti ;2 ;me,,;
PerKA BKN bisa digunakan sampai tahun 2019 untuk kegiatan
Center.

v Kamus Kompetensi untuk Talent
menambah kompetensi tertentu. o

v Talent pool instansi mandiri, bisa menggunakan Permeﬁz\vl\; fn ::, a
dengan Perka BKN yang berlaku lalu dikonversi ke Permen

pool BKN didesain khusus dengan

angun manajemen talenta. Poin krusial

i insi dalam memb:
Tidak ada prinsip baku S <DM PP

mana dalam membangun manajemen ta

i 2]
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lent yang dibutuhkan (tidak semua

Pada prinsipnya, pertama identifikasi ta . L
LR menganalisis kompetensi, analisis

iabatan, tetapi yang strategis untuk dibina), Ens) e
jkinerja ;nilai .gKg sa?a tidak cukup, tetapi target, kelemahan dll, \{alldaSI klneqa. ).
Metode validasi penilaian kinerja, dipakai untuk menyusun nine box matrix,
kemudian ada analisis dari hasil tersebut. Terdapat 2 model yang umumnya
dipakai. Model Pertama, dilakukan oleh Kementerian PUPR, dimana dalam
penilaian kinerja mengintegrasikan tiga kompetensi manajerial, teknis dan
sosiokultural. Sehingga instansi tersebut sudah mempunyai dokumen rencana
suksesi atau daftar tunggu yang dapat direvisi setiap 2 tahun untuk dilakukan
penyesuaian data mengenai pegawai yang mutasi, sakit ataupun meninggal
dunia. Dokumen yang ada bersifat ready dan dapat dilihat langsung oleh
Baperjakat. Sementara Model kedua yang telah di terapkan Kementerian Kelautan
dan Perikanan, BKN serta Kementerian Pertahanan, dimana ninebox matrix hanya
dibuat berdasarkan kompetensi manajerial dan penilaian kinerja, sehingga masih
ada satu step lagi yaitu uji kompetensi teknis. Pada model ini bersifat lebih
fleksibel.

e. Penilaian kompetensi baru berdiri tahun 2016, apakah instrumen penilaian

kompetensi teknis yang menyusun siapa? Bisa saja pensiunan? Apakah di
Kemenpan sudah dipraktekkan cara mengkonversikan?  (Kementrian
Kemenhunkam)
Benahi' kebutuhan pegawai, dalam menyusun standar kompetensi, pilih-pilih
mana yang strategis yang harus dilakukan. Gunakan hasil Assessement Center
tidak hanya untuk promosi tetapi gunakan informasinya untuk pengembangan
karier. Kompetensi teknis tidak hanya copy paste tetapi pelajari tentang cara
penyusunannya seperti yang tertera dalam Perka BKN.

i iNegara 41
28 PROCEEDING SEMINAR agaAdmmmms,Neg

Puslatbang PKASN Lemb

______




A.
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*_KESIMPULAN & PENUTUP

KESIMPULAN

Az KEYNOTE SPEECH: DR. TRl WIDODO WAHYU UTOMO SH, MH

(DEPUTI

BIDANG  KAJIAN  KEBIJAKAN DAN INOVASI

ADMINISTRASI NEGARA LAN RI

Prakondisi yg dimiliki bangsa Indonesia sekarang memungkinkan
untuk mewujudkan Indonesia Emas pada th 2037-2045;
Pembangunan SDM sebagai prioritas pembangunan  untuk
mengantarkan Indonesia agar mampu bersaing di dunia
internasional.
Arah kebijakan pembangunan ASN lima tahun kedepan adalah
penguatan manajemen ASN berbasis sistem merit melalui
penerapan manajemen talenta, pengawasan dan evaluasi
penerapan sistem merit dan penguatan kebijakan kesejahteraan
ASN.
Tantangan yang  dihadapi: politisasi  jabatan, kriminalisasi
jabatan, kesenjangan kompetensi antar instansi dan antar
daerah, budaya birokrasi, keterbatsan sumber daya, koordinasi
antar lembaga, dan belum adanya One Data ASN
Pengembangan kompetensi ASN harus diikuti dengan penilaian
kompetensi.  Pengembangan kompetensi  sebagai  longlife
program dan penilaian kompetensi sebagai longlife carrier system.
Hasillpengembangan kompetensi ditujukan untuk mendorong
terwu_Judnya postur ASN yang  memiliki: proporsi  jabatan
:’(L(:’r:gsznal'yang Ieb'ih besar, adanya_sertifikasi profesi, distribusi
petensi yg lebih merata, kesenjangan antara instansi dan

daerah yang semakin berkuran inerj
g, dan kinerja |
mendekati excellent competency. ’ il

NARASUMBER [: IR SALMAN MSC
KOMPETENS! ASN ) (ASDEP PENGEMBANGAN

RB)

DAN KINERJA Spm APARATUR KEMENPAN

Manajemen talenta dan suksesi jadi

menjadi perm
dalam pengelolaan SDM aparatur e pemeensh
Pgnll‘anan kinerja dilakukan mengacu
Prinsip terukur, obyektif dan transparan

pada PP 30/2019 dengan
Permenpan tentang uji kompetens; sedang dalam tahap proses
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penyusunan. . 5
Manajemen talenta diperlukan untuk mengetahui potensi siapa
suksesi yang akan menduduki jabatan tertentu pada 5 tahun yang
akan datang. : .
Standarisasi penilaian kompetensi perlu dilakukan agar high cost
assessment menjadi low cost assessment

NARASUMBER II: DR. JR. NURAIDA MOKSEN, MA (KOMISIONER
KASN)

Indonesia masih jauh tertinggal dr negara-negara ASEAN dalam
manajemen ASN. : : ;
Siste:n merit dimulai dari rekrutmen hingga pensiun _basusnya ada
yaitu kesesuaian kualifikasi, kinerja dan kompetensi. Ke_se.sualan
2ersebut disertai dengan membangun instrument penilaiannya
erti apa. ) :
sl\:l:ngen:i Asesmen JPT tidak bisa hanya pakai CAT seperti lgvel
dasar, untuk level tinggi tidak bisa hanya dengan computerized
syste;n namun harus ada pendalaman melalui  metode
)
assessment center. ? :
Gistem karir diganti menjadi sistem men_'lt. Sistem karir s.a:::
diterapkan  karena menimbulkan  senioritas dalam  pengis
jabatan. :
JDaIam RPIMN 2020-2024 sitem merit masuk dalam RPJMN.
Diperjuangkan sejak 3 tahun yang lalu. i
Silspte:n rg\erit dan manajemen talenta masuk dalam prioritas
ional dan didukung oleh Presiden. : . ]
I!-:Snlerapmn sistem merit dalam pengisian JPT dll?ll'(;ki:lg::e':;z;
seleksi terbuka dan bagi instansi yang sudah memili
tidak perlu seleksi terbuka. . o
Seleksi terbuka dilakukan karena Indonesia be|ummb|:::|ngyuan s;alent
pembinaan karir yang baik. Namun kedepankmrenemenUhi toyls
manajemen sehingga menyiapkan orang untul
ideal. ot
Hambatan/tantangan seleksl
instansi yang belum siap, Keterbatasan calon yang
dan memenuhi syarat

: uran ~tambal _sulam,
terbuka: perat! perkualitas

pada tingkat

tingan, kemudahan, jon Il tida
tzgzgalt';%my,a. Eselon 4 cuku;a dengan CAT, namun €€
bisa dengan CAT.

h dalam membuat standar
dengan analisis qra(an
kurang tepat sehingga

Kelalaian dalam AC biasanya sala|i
kompetensinya karena tidak qimutan
pekerjaan/pemahaman tentang jabata
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NARASUMBER [II: YULINA SETIAWATI NN, SH, MM (ASESOR AHLI
UTAMA/ MANTAN DEPUTI BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA)

Wh;’sﬂnya kurang memuaskan. Jadi  belum tentu  metode
assessment center-nya yang salah. dii ‘

Strategi pengembangan kompetensi  bisa dengan mentoring,
coaching, pemagangan, e-learning dsb. Tidak hanya dengan

diklat di dalam kelas. Sehingga dapat mgmbuat rencana suksesi
yang masuk dalam daftar tunggu. Sehingga tidak menunggu
rekomendasi dari atasan.

Ada beberapa Lembaga yang
manajemen talenta.

Di KASN untuk menentukan pejabat yang dilantik apakah harus
dari ranking 3 besar, dengan cara memberikan rekomendasi
dengan disertai catatan khusus tentang asesi. Belum bisa harus
ranking 3 besar. Karena kondisi dilapangan yang belum sesuai
harapan.

Instansi yang sudah dievaluasi, hanya 6 instansi yang memenuhi
syarat talent pool/memenuhi kaidah untuk diterima. Instansi lain
masih belum tepat memahami talent pool. Baru memenuhi tahap
pertama talent pool yaitu pemetaan.

sudah baik  menerapkan

Peran BKN dalam Penerapan MSDM Berbasis Kompetensi
Dalam UU ASN menginduksi prinsip-prinsip merit system dalam
11 tahapan manajemen ASN supaya prinsip merit system dijaga
tahapannya dan dibentuk komisioner ASN untuk menjaga
mengawasi pelaksanaannya.
Indeks efektivitas pemerintah sudah naik 23 poin, indikatornya
adalah  meningkatnya  kinerja  birokrasi  dan menurunnya
intervensi  politik terhadap birokrasi, ketiga adalah semakin
meningkatnya pelayanan kepada masyarakat.
Roh  manajmeen  talenta  adalah pelaksanaan penilaian

kompetensi. Target yang dinilai adalah 42 juta PNS dan menjadi
tantangan bagi BKN.,

Jika antar lembaga bersinergi maka of
cita~cita bisa tercapai.

BKN sebagai penanggung jawab kualitas penilaian kompetensi.
Pelaksanaan asesmen  center harus dikritisi. Metode ini
merupakan prediktor tersahih untuk bisa menilai kompetensi

ptimis lima tahun ke depan

Zeasneo;:r;ﬁﬂknamun sangr\e:lt tergantung dari ketersediaan, metode
asl asesor. Metode yang digunakan i
C masih

Center dan Quassi Assessment. ot

Py '
menjadi PR tersendiri. engembangan metade: Juga

BKN belum melakukan monit

Hisaannya; oring dan evaluasi kepada lembaga

Puslatbang PKASN Lembaga Administrasi Negara 31

Bab

32

Demikian prosiding Lokakarya e
Standardisasi Metode Penilaian Kompetensi Aparatur Sipil Nega
memberikan manfaat sebagai bahan pertimbangaq Rerumusan
tentang standardisasi metode penilaian kompetensidil

3, Kesimpulan & Penutup

Tantangan _dan kendala dalam Penerapan standarisasi metode
Penilaain Kompetensi :

KPK  ikut  memonitor pelaksanaan  penilaian  kompetensj,
impelementasi system merit untuk membangun database talent
pool nasional. ) -

Terkait  penilaian  kompetensi teknis,  permenpan  belum

menetapkan tentang asesor teknis. Permenpan 41/2012 hanya
mengatur tugas asesor sdm Aparatur. Beberapa instasni teknis
seperti PUPR sudah membuat standar kompetensi teknis, namun
asesor teknis resminya belum ada. Akhirmya PUPR menghire
pensiunan di bidang teknis tertentu sebagai asesor teknis. BKN
pernah mengususlkan supaya Permenpan 41/2012 direvisi.

Standar Metode Assessment Center masih mengacu pada Perka
BKN No 23/2011. Di Permenpan 41/2012 belum diatur lebih lanjut
mengenai metode sederhana, sedang maupun kompIAeks. Sehin'gga'
BKN menetapkan koridor dan aturan mengenal standarisasi
pengisian JPT dan hasilnya. ; e

Metode validasi penilaian kinerja, dipakai untuk menyususn gbox
matriks, kmdian ada analisis dr hasil tersebut. Ada z model.‘ Model
1 dilakukan oleh kemenpu, penilaian kinerjaA diintegrasikan 3
kompetensi mnJERIAL, teknis, soslokultur'AL', jadi sudah punya
smp rencana suksesi/daftar tunggu k direvisi tiap 2 th. Modell kedua
di KKP, BKN, kemhan, ninebox hanya manajelnal dan kinerja, shg
masih ada 1 step lagi yi uji kompetensi teknis. .Klo pu ready dan
baperjakat bisa liat langsung. Klo model ke2 lebih fleksibel.

PENUTUP

Y bangun Sinergi Dalam Rangka
! ra”. Semoga dapat
kebijakan nasional

ndonesia.
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_\‘;L‘A'MPIRAN

LAMPIRAN |

DAFTAR ACARA
Lokakarya Puslatbang PKASN LAN

wMembangun Sinergi Dalam Rangka Standardisasi Metode Penilaian

Kompetensi Aparatur Sipil Negara“

Rabu, 17 Juli 2019
Waktu Acara Penanggung Jawab
08.00-09.00 | Registrasi Peserta Penyelenggara
09.00-09.50 | Pembukaan MC dan Protokoler
e Prakata dariMC o Kezia Larasati, A.MKes

e Doa

e LaguIndonesia Raya

o Laporan Penyelenggaraan oleh Kepala
Puslatbang PKASN LAN

o Pembukaan sekaligus Keynote Speech oleh

e DineSeptiani
o Masrully, SIP.
e Hari Nugraha SE,MPM

e Dr. TriWidodo W.

Narasumber dan Moderator
o FotoBersama

Kepala Lembaga Administrasi Negara RI Utomo, SH, MA
(diwakili oleh Deputi Bidang Kajian
Kebijakan dan Inovasi Administasi Negara)

09.50-10.15 | ® Pemberian Cenderamata untuk MC dan Protokoler

10.15-11.45 | Diskusi Panel
Dipandu oleh Moderator

® Paparan masing-masing pointer materi

dari:

1. KemenPAN RB (Kedeputian Bidang
SDM Aparatur)
“Arah Kebijakan Penguatan Kapasitas
Birokrasi dan Standardisasi

Kompetensi ASN menuju World Class
Goverment"”;

2. Komisioner ASN

“Evaluasi Pemanfaatan Hasil Pemetaan
Kompetensi ASN dalam rangka

.
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Neneng Athiatul Faiziyah,
S. Ag., M. lkom.

Ir. Salman, M.Sc.
(Asisten Deputi
Pengembangan
Kompetensi dan Penilaian
Kinerja SDM Aparatur)

DR. Ir. Nuraida Mokhsen,

hiilpe ) MA.
engisian JPT di (Anggota KomisiASN) |

Lampiran
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1c-12.30 | Penutupan
i Makan Siang Bersama

Penanggung Jawab

Acara
Waldy Kementerian/Lembaga/Daerah”

BKN.

Sesi Diskusi Tanya - Jawab

wEvaluasi Penerapan Standar Metode Yulina Setiawati Ningsih
penilaian Kompetensi ASN di Nugroho, S.H.,MM.
Kementerian/Lembaga/Daerah” (Assessor SDM Aparatur

Utama)

Moderator

Panitia Penyelenggara




LAMPIRAN II

BUTIR RESEPARKNTAN
Standardisasi Metode Penilaian Kompeteasi ASN
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Lampiran

Sumedang, 17 Jul ?0!9
Kami yang menginisiasi komitmen bersama,

Dr Tn Widodo WU, SH.MA (Lembaga Administrast Negara)
1. Dr

2 Ir Sulman. M S¢ (Kementerian PAN dan RB.
Mokhsen, MA (Komist Aparatur Sipil Negara)__ £

3 Dr Ir. Nuraida

Negara) - : =
4 Yulina Setiawati NN SH., MM, (Badan Kepegawaian Negara
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" BIOGRAFI NARASUMBER

Dr. TriWidodo W. Utomo, SH., MA.

Dilahirkan diYogyakarta, 15 Juli1968, sejak Dfssember
2018 hingga kini beliau menjabat se.bagal_l?eputi
Bidang Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi
Negara, LANRI. Sebelumnya dari Desember 2013 —
Desember 2018, beliau menjabat sebagai Deputi
Bidang Inovasi Administrasi Negara. Selain itu, sejak
Mei 2000 hingga kini, beliau juga adalah seorang
peneliti di LAN dan sering menjadi pengajar dan
narasumber pada berbagai seminar dan diskusi, baik
lokal, nasional maupun internasional. TriWidodo menyelesaikan pendidikan S1 pada
Jurusan Tata Negara, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta
(1992); S2 di Departemen of International Cooperation, Graduate School of
International Development di Nagoya University, Jepang (2004); kemudian meraih
gelar Doktor llmu Administrasi Publik di Universitas Gadjah Mada.

Ir. Salman, M.Sc.

Lahir di Lubuk Pakam pada 29 Maret 1961. Saat ini
menjabat sebagai Asisten Deputi Pengembangan
Kompetensi dan Penilaian Kinerja SDM Aparatur,
Kedeputian Bidang SDM Aparatur di Kementerian
Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Negara. Beliau meraih gelar
Master of Science in Economics di University of
Wyoming, United States of America.

DR. Ir. Nuraida Mokhsen, MA

° Beliau menjabat sebagai Anggota Komisi Aparatur
Sipil Negara sejak tahun 2014. Sebelumnya bekerja di
Sekretariat Wakil Presiden R| (2011-2014) dan di
Pemerintah Kepulauan Riau (2006-2011). Pada tahun
2005, beliau menjadi Senior Adviser pada Partnership for
Governance Reform (UNDP). Nuraida menempuh
pendidikan Sz di Institut Teknologi Bandung, kemudian
melanjutkan pendidikan S2 di Duke University North

Carolina (USA), dan men elesaikal i i
Australian NationalUniversity(AustraIia). i " peneldlian i
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Yulina SetiawatiNingsih Nugroho, S.H., M.M.
e Wanita kelahiran Surakarta, 25 Juli 1957 Ini merupakan
Assessor SDM Aparatur Utama di BKN. Sebelumnya
beliau menjabat sebagai Deputi Pembinaan Manajemen
Kepegawaian (2014-2017) dan Deputi Informasi
Kepegawaian di Instansi yang sama. Selain itu, beliau
juga pernah menjabat sebagai Ketua Dewan Pengurus
KORPRI BKN dan menjadi Anggota Dewan Pengawas
BAPERTARUM dari tahun 2012 s.d. 2017. Beliau juga
: aktif mengajar dan menjadi penguji di diklat assessor
serta menjadi narasumber tentang manajemen ASN di berbagai seminar,‘ w?.rkshop,
maupun kegiatan sosialisasi. Adapun pendidikan formal terakhir yang dimiliki saat
ini adalah S2 Kebijakan Manajemen Publik.
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